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WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR   10   TAHUN 2022 

TENTANG 

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA                       

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf h 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, agar dapat meningkatkan kinerja tugas Walikota dan 

Wakil Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 

dan mengaspirasi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat 

menunjang kegiatan operasional Walikota dan Wakil Walikota, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja 

Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease  2019 (Covid19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                

Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 

2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan 

Susunan Perangkat daerah Kota Bengkulu (Lembaran 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA PENUNJANG 

OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Bengkulu.  

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom.  

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu. 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bengkulu. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Bengkulu.  
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6. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang 

disediakan bagi Walikota dan Wakil Walikota setiap 

tahun untuk menunjang kegiatan operasional dalam 

rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, 

perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang 

berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan 

bangsa yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 
 

Pasal 2 

Kedudukan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat 

Negara. 

 
 

BAB II 

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA                                   

DAN WAKIL WALIKOTA 

Pasal 3 

(1) Penyediaan Biaya Penunjang Operasional dipergunakan 

untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial 

masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus 

lainnya guna mendukung tugas Walikota dan Wakil 

Walikota. 

(2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi kegiatan kenegaraan, promosi, 

protokoler lainnya dan kebutuhan yang bersifat sosial 

dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan 

untuk acara keagamaan, organisasi, pernikahan, tali 

asih, khitanan, melayat dan menengok orang sakit. 

 

Pasal 4 

Besaran Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil 

Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli 

Daerah sebagai berikut:  

a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua 

puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% 

(tiga perseratus); 

b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d. 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling 

rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);  
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c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

s/d. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) 

paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma 

lima nol perseratus); 

d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) 

s/d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) 

paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma 

delapan nol perseratus); 

e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) 

s/d. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar 

rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus 

juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma 

empat nol perseratus);  

f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh 

milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma 

satu lima perseratus). 

Pasal 5 

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran 

berkenaan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi 

Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannya. 
 

BAB III 

PENGANGGARAN BIAYA PENUNJANG  

OPERASIONAL  

Pasal 6 

(1) Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil 

Walikota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun 

anggaran. 

(2) Biaya Penunjang Operasional Besaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut: 

a. besaran Biaya Penunjang Operasional untuk 

Walikota sebesar 60% (enam puluh perseratus) 

dikalikan dengan besaran berdasarkan klasifikasi 

pendapatan asli daerah;  
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b. besaran Biaya Penunjang Operasional untuk Wakil 

Walikota sebesar 40% (empat puluh perseratus) 

dikalikan dengan besaran berdasarkan klasifikasi 

pendapatan asli daerah.  

(3) Penyediaan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan 

Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dokumen 

pelaksanaan anggaran. 

Pasal 7 

Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota 

terhitung mulai bulan Januari pada tahun berkenaan. 

 

Pasal 8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 

 

Ditetapkan  di Bengkulu 

pada tanggal   11 Mei 2022 

   WALIKOTA BENGKULU, 
 

                         Cap/dto 
 

                  H. HELMI HASAN  

 

Diundangkan di Kota Bengkulu 

pada tanggal   11 Mei 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU 
 

Cap/dto 
 

ARIF GUNADI 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU 
  
   

 

NAYU ALDILA PUTRI, SH 

NIP. 197810102005022004 
 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR …10….. 


